
  

Kota Vertikal dan Struktur Sosialnya: Kajian Sistematik tentang Perumahan Kota di 

Indonesia serta Dampak Sosial-Ekonomi dan Kesejahteraannya dari Sisi Kehidupan di 

Apartemen 

  

I. Krisis Perumahan Dalam Kota di Indonesia: Konteks dan Kebijakannya  

Segmen 1: Anatomi dari Krisis: Mengkuantifikasi Penumpukan Rumah di Indonesia  

Republik Indonesia berada pada titik kritis berkaitan dengan krisis perumahan berskala besar yang 

mengancam stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Krisis tersebut 

bukan fenomena baru, melainkan tantangan struktural yang rumit, diperburuk dengan cepatnya 

tingkat urbanisasi di dunia. Dalam memahami anatomi krisis ini, dibutuhkan analisis multi-skala, 

dimulai dari defisit nasional, beralih ke pusat kota dimana tekanan paling parah berada, dan 

mendefinisikan konsep “kelayakan” dalam perumahan.  

1.1 Defisit Perumahan Nasional: Ketidakselarasan antara Ketersediaan dan Permintaan  

Di lingkup nasional, Indonesia bergulat dengan penumpukan perumahan berskala berat. 

Sebagaimana awal 2024, negara menghadapi penurunan sekitar 12,7 juta unit rumah, sebuah bukti 

yang merepresentasikan jurang lebar antara jumlah keluarga dan ketersediaan rumah layak huni. 

Defisit tidak terduga ini merupakan target yang bergerak, diperparah dengan tekanan demografis 

yang menghasilkan kebutuhan sekitar 800.000 unit rumah untuk mencegah ketimpangan antara 

pertumbuhan populasi dan pembentukan keluarga baru. 

Faktor utama yang mendorong permintaan ini adalah urbanisasi tanpa henti. Pada 2020, lebih dari 

separuh populasi bangsa (56,7%) berdomisili di area perkotaan, sebuah peningkatan signifikan 

dari tahun 2000 (42%). Pergeseran demografi ini memberi tekanan besar secara terus menerus bagi 

ketersediaan infrastruktur berupa perumahan di kota. Ketidaksetaraan antara ketersediaan 

perumahan dengan total kebutuhannya menjadi bukti. Usaha kolektif melalui kolaborasi program 

antara pemerintah dan sektor privat hanya mampu mencukupi sekitar 60% persen saja dari 



kebutuhan aslinya, dimana 40% sisanya tertutup dengan peningkatan pemukiman kumuh tiap 

tahunnya. Ketidakselarasan antara permintaan dan ketersediaan ini berdampak buruk dan 

terprediksi, yakni membuat harga properti melonjak perlahan. Indeks Harga Properti Rumah 

Indonesia atau barometer kunci dari pasar ini, mengalami kenaikan ke 109.44 poin di kuartal ketiga 

tahun 2024, menunjukkan sebuah pasar dimana rumah dianggap aset spekulatif (khayalan) 

ketimbang kebutuhan primer. Inflasi harga ini secara sistematis membuat perumahan layak huni 

semakin tidak terjangkau bagi keluarga dalam kategori ekonomi menengah kebawah, menjadikan 

krisis hunian sebagai gambaran dari perumahan nasional.  

1.2 Pusat Kota: Permasalahan Laten Perumahan di Jakarta 

Tidak ada krisis perumahan nasional dimana pun yang memiliki masalah seakut kota metropolitan 

seperti Jakarta. Ibukota justru menjadi pusat dari permasalahan ini, dimana apa yang tercatat dalam 

data statistik nasional menjadi gambaran dari perjuangan nyata jutaan orang sehari-hari. Pada 

tahun 2022, dari 2.78 juta keluarga di Jakarta, kurang lebih 1.77 juta diantaranya (lebih dari 63 

persen total keluarga di Jakarta) tidak memiliki akses untuk memiliki rumah layak huni. Hal ini 

mengungkap kondisi kota yang timpang, dimana mayoritas penduduknya yang tidak memiliki 

tempat tinggal dialihkan dari hak dasarnya ke “hunian sementara” yang layak. 

Situasi yang terjadi di Jakarta tidak hanya miris, namun juga bisa bertambah parah kendati sudah 

ada intervensi pemerintah melalui kebijakan. Data terkait askes keluarga terhadap rumah layak 

huni menunjukkan masalah laten, yakni setelah sedikit perkembangan dari 33.18% di 2020 ke 40% 

pada tahun 2021, akses tersebut anjlok ke 36.23% saja di tahun 2022. Kemunduran ini menandai 

inefektivitas program hunian layak dan memperlihatkan kegagalan sistemik yang menjelaskan 

akar penyebab dari defisit perumahan. Struktur kota Jakarta menggambarkan dengan jelas 

kegagalan ini, sebuah perpaduan mencolok antara gedung-gedung tinggi dengan pemukiman padat 

penduduk (bahkan informal) yang dikenal dengan kampung. Dua dunia ini seringkali hadir 

berdampingan, terpisah oleh sebuah jalan besar, dan menjadi gambaran visual dari jurang sosial-

ekonomi yang dalam di kota. Memperparah kerentanan sosial-ekonomi dari perkampungan yang 

merupakan masalah lingkungan, dimana sekitar 40% wilayah Jakarta berada dibawah permukaan 

laut, pemukiman informal ini sebagian besar berada di daerah rawan banjir, sehingga mereka 

menghadapi risiko iklim yang terus meningkat. 



  

1.3 Mendefinisikan Kelayakan: Kriteria dari BPS dan Realita di Lapangan 

Untuk mengukur masalah perumahan secara sistematis, Badan Pusat Statistik (BPS) 

memperkenalkan teknik pendefinisian untuk kriteria rumah layak huni pada 2019. Definisi ini 

berdasar pada empat kriteria kuatitatif utama: 

1.  Ketersediaan Lahan Tinggal yang Cukup: Hunian harus mencakup minimal 7,2 meter 

persegi per kapita. 

2.   Akses Air Bersih: Anggota keluarga harus memiliki akses terhadap air bersih dan aman 

untuk diminum. 

3.   Akses Sanitasi Layak: Hunian harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang layak. 

4.   Ketahanan Bangunan: Struktur rumah harus memenuhi standar daya tahan bangunan. Hal 

ini termasuk ketersediaan atap berbahan beton, genteng, atau sirap; tembok berbahan bata 

atau bambu diplester; dan lantai berbahan dasar non tanah seperti keramik, kayu, atau 

semen. 

Definisi BPS ini menghasilkan standar yang terstruktur dan esensial untuk pembuatan kebijakan 

dan pelacakan progresnya. Standar ini  memungkinkan kuantifikasi defisit perumahan secara 

konkret dan mengabaikan diskusi terkait bukti yang belum valid. Namun, sifat fisik dan teknisnya 

menyimpan realitas yang lebih dalam dan kompleks. Sebuah unit perumahan dikatakan dapat 

memenuhi keempat kriteria BPS atau dianggap "layak", namun nyatanya tidak layak huni bagi 

penghuninya dari perspektif sosial-ekonomi. Hal ini terjadi ketika kebijakan hunian hanya terpaku 

pada memadainya penyediaan bangunan secara fisik, sehingga mengabaikan jaringan rumit 

hubungan ekonomi dan sosial yang menopang kehidupan perkotaan. Misalnya, program 

pemerintah yang merelokasi penduduk kampung dari rumah yang secara fisik "tidak layak" ke 

apartemen bertingkat tinggi yang baru dibangun dan secara fisik "layak" sering kali memutus 

sumber ekonomi atau pendapatan penduduk. Pekerjaan sektor informal yang berkembang pesat di 

kampung, seperti warung kecil, bengkel, atau warung makan tidak dapat diaplikasikan dalam 

lingkungan yang steril dan teratur seperti blok apartemen vertikal. Akibatnya, sebuah keluarga 



dapat dipindahkan dari rumah tempat mereka memiliki pendapatan yang stabil, meskipun rendah, 

ke rumah "layak" yang justru membawa ke arah kemiskinan. Hal tersebut mengungkap kelemahan 

kritis dalam paradigma kebijakan yang menyamakan "perumahan" dengan sekedar tempat hunian 

biasa. Krisis ini bukan hanya berbicara soal defisit struktur, tapi juga defisit dari rumah layak huni 

yang terintegrasi dengan banyak aspek kehidupan, ketimbang rumah yang merusak struktur sosial-

ekonomi ketika ditempati. Definisi yang lebih holistik dari layak huni adalah harus mampu 

menjamin keberlangsungan ekonomi, konektivitas sosial, dan keamanan atas hak kepemilikan 

bangunan. 

Tabel 1: Indikator Kunci Perumahan untuk Indonesia dan Jakarta (2021 - 2024) 

Indikator Jumlah dalam Skala 

Nasional 

(Indonesia) 

Jumlah di Jakarta Cuplikan Sumber 

Pemukiman kumuh 12.7 juta unit 280,489 unit (2022) 1 

Rumah yang 

dibutuhkan 

~800,000 unit Tidak diketahui 2 

Persentase populasi 

di wilayah tertentu 

56.7% (2020) N/A (100% di kota) 2 

Persentase keluarga 

dengan akses ke 

rumah layak huni 

63.15% (2023) 36.23% (2022) 2 



Indek Harga 

Properti Rumah 

109.44 poin (Q3 

2024) 

Tidak diketahui 

(Tinggi) 

1 

 

Segmen 2: Pasar yang Terpecah: Stratifikasi Sosial-Ekonomi dari Ketidakamanan Rumah  

Krisis perumahan di Indonesia bukan sebuah masalah monolitik, tetapi terpecah dan fenomena 

berlapis yang dimanifestasikan dengan cara berbeda di seluruh spektrum sosial-ekonomi. Tekanan, 

tantangan, dan mekanisme penanggulangan yang dihadapi masyarakat miskin perkotaan bsrbeda 

dengan masyarakat kelas menengah. Kendati demikian, dua krisis ini tidak berdiri sendiri. 

Keduanya merupakan aspek yang saling terkoneksi dari satu sistem perkotaan yang tidak berjalan 

baik, dimana solusi yang dicari oleh kelompok acapkali memperburuk masalah yang dihadapi oleh 

kelompok lain. Analisis yang komprehensif perlu membedah upaya yang bersifat paralel ini untuk 

memahami dinamika unik serta rasa saling bergantung yang berbahaya.   

2.1 Kemiskinan Perkotaan dan Solusi dari Kampung: Informalitas, Mata Pencaharian, dan 

Hak atas Tanah 

Bagi masyarakat miskin perkotan di Indonesia, perumahan formal (perumnas) adalah hal yang 

sulit diakses. Sebagai dampak langsung dari kegagalan kebijakan pemerintah dan pasar untuk 

menghadirkan pilihan rumah terjangkau, jutaan orang kembali memilih solusi mandiri dalam 

bentuk perumahan informal atau kampung. Permukiman ini bukan sebatas kumpulan rumah tak 

layak huni; mereka adalah ekosistem kompleks yang terorganisir secara mandiri serta 

menyediakan tempat bernaung dan penghidupan bagi sebagian besar penduduk perkotaan. 

Kampung merepresentasikan pola adaptasi pragmatis ke sistem yang mengesampingkan 

masyarakat miskin dengan menawarkan susunan rumah yang fleksibel dan terjangkau yang 

memungkinkan pendatang dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh tempat 

tinggal di kota. 



Kendati begitu, solusi ini hadir bersama ketidakpastian. Kampung seringkali berdiri di lahan 

marjinal atau lahan yang diperebutkan bersamaan dengan jalur kereta api, di bantaran sungai, atau 

di lahan lain milik pemerintah, sekaligus rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan yang 

lebih buruk, ancaman penggusuran. Isu fundamental yang jarang dibahas ini adalah inti dari 

masalah perkampungan yang salah satunya adalah kekurangan lahan yang aman ditinggali. Akibat 

hunian yang secara hukum “ilegal”, perumahan ini tidak memiliki payung hukum formal atas lahan 

yang ditempati. Ketidakamanan ini membuat mereka enggan menginvestasikan sumber daya 

mereka yang terbatas untuk memperbaiki rumah dan infrastruktur masyarakat, sehingga 

melestarikan kondisi fisik daerah kumuh. 

Lebih lanjut, kampung adalah tempat kehidupan dan pekerjaan saling terkait erat. Ekonomi 

informal kota terintegrasi secara spasial ke dalam struktur perumahan permukiman ini, dimana 

rumah-rumah punya berfungsi ganda sebagai etalase, bengkel, dan titik layanan. Integrasi spasial 

ini merupakan strategi bertahan hidup yang penting. Kebijakan pemerintah yang berupaya 

"menyelesaikan" masalah permukiman kumuh melalui relokasi ke apartemen formal bertingkat 

tinggi (rusunawa) pada dasarnya salah memahami dinamika ini. Dengan memindahkan penduduk 

ke blok apartemen yang steril, kebijakan ini memutus hubungan penting antara rumah dan 

pekerjaan, sehingga langsung menghancurkan mata pencaharian warganya yang seharusnya 

mereka beri dukungan. Hal ini sangat kontras dengan program peningkatan in-situ sebelumnya 

yang lebih berhasil, seperti Program Peningkatan Kampung (KIP) yang menitikberatkan 

peningkatan infrastruktur di dalam permukiman yang ada tanpa menggusur penduduknya dan 

mengganggu kehidupan ekonomi mereka. 

2.2 Kelas Menengah yang Terjepit: “Dibayar” dan “Didorong” ke Pinggiran  

Krisis yang tidak kalah parah juga melanda kelas menengah perkotaan Indonesia. Kelompok yang 

sering disebut sebagai "kelompok sandwich" ini berada dalam posisi yang sulit karena pendapatan 

mereka terlalu tinggi untuk memenuhi syarat mendapatkan subsidi pemerintah untuk perumahan 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tapi di sisi lain terlalu rendah untuk menjangkau pasar 

properti formal yang berharga mahal. Mereka terjebak dalam kekosongan kebijakan, dimana 

sebagian besarnya diabaikan oleh negara yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan 

dimangsa oleh pasar yang melayani masyarakat kelas atas. 



Kendala utama bagi kelompok demografi ini adalah biaya yang terlalu tinggi. Pada tahun 2020, 

suku bunga hipotek rata-rata Indonesia mencapai 9,98% atau tertinggi di Asia Tenggara dan 

hampir dua kali lipat dari negara tetangganya seperti Malaysia (4,24%) dan Thailand (5,34%). 

Melonjaknya harga properti di pusat kota membuat kepemilikan rumah di dalam kota menjadi 

impian yang tidak dapat dicapai bagi banyak orang. Konsekuensinya adalah eksodus massal kelas 

menengah dari inti kota seperti Jakarta ke kota-kota satelit pinggiran yang lebih terjangkau di 

wilayah Jabodetabek. Migrasi paksa ini membebankan biaya pribadi yang sangat besar dalam 

bentuk perjalanan harian yang melelahkan selama beberapa jam, tetapi juga menimbulkan biaya 

ekonomi yang signifikan bagi kota itu sendiri. Karena kelas menengah bekerja di Jakarta, tetapi 

tinggal dan menghabiskan pendapatan mereka di tempat lain, ibukota kehilangan sumber 

pendapatan dari pajak dan aktivitas ekonomi yang vital. 

Kelompok masyarakat ini tidak hanya terhimpit secara ekonomi, tetapi juga rentan. Bank Dunia 

telah menyoroti kerentanan kelas menengah Indonesia dengan mencatat bahwa sejak tahun 2000, 

setengah dari kelompok ini telah jatuh kembali ke dalam kemiskinan atau tergelincir ke dalam 

kategori "kelas menengah yang bercita-cita tinggi", dimana biaya perumahan menjadi pendorong 

utama ketidakamanan ekonomi. Pasar rumah sewa pun juga tidak menawarkan alternatif yang 

layak. Pasar ini sebagian besar tidak diatur, dan sewa di daerah yang berlokasi di pusat kota 

seringkali sama mahalnya dengan pembayaran hipotek untuk rumah di pinggiran kota, sehingga 

menyewa menjadi pilihan jangka panjang yang tidak menarik. Hal ini membuat kelas menengah 

menghadapi pilihan yang sulit, yakni tekanan keuangan di dalam kota atau kehidupan yang harus 

menempuh perjalanan jauh dari pinggiran kota. 

Tantangan rumah untuk kelompok miskin dan menengah kota tidak hanya sebuah fenomena 

belaka. Mereka saling terkait erat, sehingga menciptakan “lingkaran setan” dalam sistem 

perumahan perkotaan. Migrasi paksa kelas menengah ke pinggiran kota akibat oleh 

ketidakmampuan membayar biaya hidup di pusat kota secara langsung memicu perluasan kota. 

Meningkatnya permintaan tanah di pinggiran kota ini mendorong kenaikan harga tanah, sehingga 

pemerintah dan pengembang semakin sulit dan mahal untuk memperoleh tanah bagi proyek 

perumahan skala besar bertarif rendah yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin. Pada saat yang 

sama, konsentrasi kekayaan dan pembangunan komersial dan perumahan kelas atas di pusat kota 

meningkatkan tekanan pada kota-kota yang tersisa di pusat kota. Ketika harga tanah melambung, 



hunian informal ini (kampung) menjadi target utama untuk membangun kembali dan gentrifikasi, 

sehingga menyebabkan kasus penggusuran warga miskin kota yang menjadi lebih sering. Dengan 

demikian, kegagalan menyediakan pilihan perumahan perkotaan yang terjangkau dan mudah 

diakses bagi kelas menengah secara langsung memperburuk ketidakpastian dan penggusuran 

warga miskin kota. Kebijakan apa pun yang berupaya memenuhi kebutuhan perumahan satu 

kelompok secara terpisah tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok lain, sudah 

dipastikan akan gagal. Strategi terpadu yang menangani seluruh spektrum pasar perumahan tidak 

hanya diinginkan tetapi juga penting untuk memutus siklus ini.  

Segmen 3: Kebijakan dan Paradoks: Evaluasi Intervensi Pemerintah  

Respon pemerintah Indonesia terhadap krisis perumahan ditandai dengan serangkaian intervensi 

berskala besar dan kerangka kebijakan yang terus berkembang. Kendati bersumber dari mandat 

konstitusional untuk menyediakan perumahan sebagai hak dasar, penerapan kebijakan ini secara 

praktik sarat dengan kontradiksi, pergeseran ideologis, dan hasil yang paradoks. Evaluasi kritis 

mengungkap sistem yang seringkali kesulitan menyamakan tujuan yang dinyatakan dengan hasil 

di lapangan, dimana puncaknya adalah hadirnya usulan baru-baru ini yang telah memicu 

perdebatan nasional yang sengit tentang definisi hidup layak.  

3.1 Sejarah Intervensi: Dari Mengaktifkan Komunitas Masyarakat menjadi Neoliberalisme 

Berorientasi Pasar  

Landasan kebijakan perumahan Indonesia adalah Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, dimana 

termuat secara tegas terkait tanggung jawab negara untuk menjamin hak setiap warga negara atas 

tempat tinggal yang layak. Secara historis, amanat ini ditafsirkan melalui sudut pandang yang 

berpusat pada masyarakat. Program seperti Program Peningkatan Kampung (KIP) berfokus pada 

pendekatan "pemberdayaan kelompok masyarakat", pemberdayaan penduduk, dan meningkatkan 

infrastruktur in-situ tanpa penggusuran massal. Filosofi ini memandang masyarakat sebagai mitra 

aktif dalam proses pembangunan. 

Namun selama beberapa dekade terakhir, terjadi pergeseran ideologi yang signifikan. Analisis 

longitudinal terhadap dokumen kebijakan dan perubahan kelembagaan mengungkapkan tren yang 

jelas dan kontinu menuju neoliberalisasi. Negara secara bertahap telah mundur dari perannya 



sebagai penyedia utama perumahan, dan mengubah perannya menjadi fasilitator bagi sektor 

swasta. Pendekatan "pasar memungkinkan" ini memprioritaskan efisiensi ekonomi, deregulasi, 

dan investasi swasta sebagai poros utama penyediaan rumah. Pergeseran paradigma ini terbukti 

dari meningkatnya ketergantungan pada pengembang swasta untuk pembangunan perumahan 

terjangkau dan promosi mekanisme pembiayaan berbasis pasar. Meskipun pendekatan tersebut 

telah dibenarkan atas dasar efisiensi dan memanfaatkan modal swasta, pendekatan ini menuai 

kritik tajam karena dianggap kontraproduktif. Para kritikus berpendapat bahwa model yang 

digerakkan oleh pasar ini dapat mengarah pada fokus pada keuntungan dibandingkan rakyat, 

mengurangi akuntabilitas negara, dan mengorbankan kesejahteraan masyarakat demi hasil yang 

bertumpu pada bisnis. Evolusi kelembagaan ini ditandai oleh peran dominan pemerintah nasional 

yang secara konsisten mempertahankan kendali yang kuat atas anggaran dan program bahkan di 

era desentralisasi, yaitu memberikan tanggung jawab besar kepada pemerintah daerah yang secara 

kapasitas terbatas untuk memenuhinya. 

3.2 Menilai Program ‘Satu Juta Rumah’ dan Mekanisme Keuangan yang Terkait dengannya 

(FLPP, Tapera) 

Kebijakan utama dewasa ini adalah Program Sejuta Rumah (PSR), sebuah inisiatif ambisius yang 

diluncurkan pada tahun 2015 untuk mempercepat pembangunan perumahan hingga setidaknya 

mencapai satu juta unit per tahun. Jika melihat dari sisi output, program ini telah membukukan 

angka yang mengesankan dengan berbagai laporan menyebutkan bahwa telah dibangun lebih dari 

9,2 juta unit pada tahun 2023 atau meningkat dari 12 juta pada tahun 2022. Program ini didukung 

oleh mekanisme keuangan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang 

menyediakan subsidi untuk hipotek, dan program tabungan perumahan umum Tapera yang baru-

baru ini menjadi kontroversi. 

Meskipun output-nya tinggi, PSR dan mekanisme pendukungnya dirundung oleh tantangan dan 

kritik besar yang mempertanyakan efektivitasnya sebenarnya: 

● Ketidakstabilan dan Tipisnya Anggaran: Keberhasilan program bergantung pada 

pendanaan pemerintah yang konsisten dan substansial, dimana ini telah terbukti tidak 

stabil. Misalnya, pada tahun 2024, alokasi untuk perumahan bersubsidi dipotong sebesar 

24% menjadi hanya 166.000 unit, sebagian kecil dari kebutuhan tahunan. 



● Penargetan yang Tidak Efektif: Mekanisme penargetan program ini kaku dan sering kali 

tidak tepat sasaran. Pembatasan pendapatan yang ketat—misalnya, pendapatan rumah 

tangga bulanan maksimum sebesar Rp 8 juta (sekitar $500) untuk pasangan suami istri—

mendiskualifikasi sebagian besar "kelas menengah terjepit" yang, meskipun 

berpenghasilan lebih dari batas tersebut, masih tidak mampu membeli rumah dengan harga 

pasar. 

● Skema Pembiayaan yang Membebani: Program Tapera, yang dirancang sebagai skema 

tabungan publik wajib untuk perumahan, telah menghadapi pertentangan publik yang luas. 

Dengan mewajibkan pemotongan gaji sebesar 3% dari pekerja formal, program ini secara 

luas dianggap bukan sebagai manfaat tetapi sebagai beban keuangan tambahan yang 

mengurangi pendapatan bersih dan mengurangi kualitas hidup, terutama di tengah 

kekhawatiran tentang transparansi dan aksesibilitas dana yang dikelola di masa mendatang. 

● Ketidaksesuaian Lokasi: Kecacatan terparah berada di lokasi perumahan yang diproduksi. 

Sebagian besar rumah bersubsidi yang dibangun di bawah skema FLPP adalah rumah 

diatas tanah yang terletak di daerah pinggiran, jauh dari pusat pekerjaan perkotaan. Hal ini 

membuat rumah-rumah tersebut tidak cocok untuk pekerja perkotaan yang seharusnya 

dipermudah dan sama sekali tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan perumahan kelas 

menengah perkotaan yang menginginkan kedekatan dengan tempat kerja mereka.  

● Skema Pembiayaan yang Membebani: Program Tapera, yang dirancang sebagai skema 

tabungan publik wajib untuk perumahan, telah menghadapi pertentangan publik yang luas. 

Dengan mewajibkan pemotongan gaji sebesar 3% dari pekerja formal, program ini secara 

luas dianggap bukan sebagai manfaat tetapi sebagai beban keuangan tambahan yang 

mengurangi pendapatan bersih dan mengurangi kualitas hidup, terutama di tengah 

kekhawatiran tentang transparansi dan aksesibilitas dana yang dikelola di masa 

mendatang.18 

3.3 Kontroversi “Kotak Sepatu” dan Perdebatan tentang Standar Hidup Layak  

Paradoks yang melekat pada kebijakan perumahan Indonesia mencapai puncaknya dengan usulan 

kontroversial pemerintah baru-baru ini yang secara signifikan mengurangi ukuran minimum 

perumahan bersubsidi. Dalam upaya untuk memenuhi target pembangunan yang ambisius dan 

menghadapi tingginya biaya lahan perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman 



(PKP) menyusun sebuah keputusan yang akan memungkinkan pembangunan rumah diatas tanah 

bersubsidi sekecil 18 meter persegi di sebidang tanah seluas 25 meter persegi, dimana ini 

merupakan pengurangan drastis dari standar saat ini yaitu 21 meter persegi di sebidang tanah 

seluas 60 meter persegi. 

Pemerintah telah berupaya untuk membenarkan rencana perumahan "kotak sepatu" ini dengan 

menggambarkannya sebagai "alternatif" pragmatis bagi para profesional muda dan Gen Z yang 

menurutnya lebih cenderung memprioritaskan lokasi perkotaan yang strategis daripada tempat 

tinggal yang luas. Pembenaran ini telah disambut dengan kecaman keras dari ahli perancang kota, 

pembuat undang-undang, dan masyarakat umum. Rencana tersebut disebut "tidak manusiawi" dan 

serangan serius terhadap martabat manusia, dimana para kritikus menyatakan bahwa rencana 

tersebut mereduksi perumahan menjadi "kandang permanen". Lebih jauh, para penentang 

menunjukkan bahwa usulan tersebut secara langsung melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 

2011 tentang Perumahan dan Permukiman yang secara eksplisit menetapkan ukuran minimum 

untuk rumah bersubsidi sebesar 36 meter persegi. Kontroversi tersebut disorot sebagai gangguan 

untuk kesejahteraan sekaligus pembunuhan terhadap standar hidup layak atas nama pencapaian 

target kuantitatif, dan ini menimbulkan pertanyaan hukum yang serius tentang penggunaan 

anggaran dan subsidi untuk perumahan yang berada dibawah ukuran minimum secara hukum. 

Evolusi kebijakan perumahan Indonesia, dari peningkatan berbasis masyarakat hingga usulan 

"kotak sepatu" ini lebih dari sebatas rangkaian keputusan administratif. Hal itu mencerminkan 

konflik ideologis yang mendalam dan belum terselesaikan di jantung strategi pembangunan 

bangsa, dimana ketengangan akibat persepsi perumahan sebagai hak asasi manusia yang mendasar 

dan melihatnya sebagai komoditas pasar. Konstitusi dan retorika kesejahteraan sosial melihat 

perumahan sebagai hak yang wajib dipenuhi oleh negara. Namun, pergeseran kebijakan yang 

terkesan menuju pendekatan neoliberal, dimana pasar didukung untuk membingkai ulang 

perumahan sebagai produk yang akan disediakan dengan efisiensi maksimum dan biaya minimum, 

terutama oleh sektor swasta. Dalam pandangan berbasis komunitas ini, keberhasilan diukur 

berdasarkan output, yaitu dari jumlah unit yang dibangun, bukan berdasarkan kualitas hidup yang 

disediakannya. Rencana "kotak sepatu" adalah puncak logis, meskipun mengkhawatirkan, dimana 

persepsi ini memunculkan kesan: jika tujuannya adalah untuk menghasilkan jumlah maksimum 

unit yang "terjangkau", maka mengecilkan produk ke minimum fisik absolutnya adalah langkah 



yang rasional, meskipun sangat bermasalah. Reaksi keras berapi-api yang diartikan dalam bahasa 

"martabat," "kemanusiaan," dan "hak," mewakili penegasan kembali ideologi yang berlawanan 

dengan kuat. Kebijakan perumahan Indonesia tampak tidak koheren dan lebih banyak merugikan 

diri sendiri akibat terjebak diantara dua pandangan dunia yang tidak dapat diambil jalan tengahnya, 

dimana bahasa hak asasi digunakan sambil menerapkan logika komoditas yang kaku.  

II.  Apartemen sebagai Solusi: Kajian Sistematis dari Dampaknya  

Disaat Indonesia dan negara-negara lain yang mengalami urbanisasi tinggi bertarung dengan 

kelangkaan lahan dan kepadatan penduduk, gedung apartemen bertingkat tinggi semakin 

dipromosikan sebagai solusi definitif. Model vertikal ini menjanjikan efisiensi, keterjangkauan, 

dan jalur menuju pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Namun, transisi dari kehidupan 

horizontal ke vertikal membawa implikasi yang mendalam bagi kesejahteraan manusia, struktur 

sosial, dan hasil ekonomi. Bagian ini melakukan tinjauan sistematis terhadap bukti, yang diambil 

dari penelitian global dan lokal, untuk menilai secara kritis dampak kehidupan apartemen. Bagian 

ini bergerak dari hubungan mendasar antara perumahan dan kesehatan ke dinamika sosial spesifik 

komunitas bertingkat tinggi dan trade-off sosial-ekonomi nyata yang dihadapi oleh penduduk di 

perkotaan Indonesia.  

Segmen 4: Perumahan sebagai Determinan Kesehatan: Kajian berdasarkan Bukti Global  

Sejumlah literatur ilmiah terpercaya dari internasional telah menetapkan perumahan sebagai 

penentu sosial yang penting bagi kesehatan. Kondisi fisik dan sosial rumah dan lingkungan 

seseorang memiliki dampak langsung dan terukur pada kesejahteraan fisik dan mental. Bukti 

global ini memberikan kerangka kerja analitis penting untuk mengevaluasi potensi konsekuensi 

kesehatan dari kebijakan dan tren perumahan di Indonesia dan di seluruh dunia.  

4.1 Koneksi antara Kualitas Fisik Perumahan dan Kesejahteraan Mental  

Kondisi fisik hunian secara intrinsik berkaitan dengan kesehatan penghuninya. Kondisi perumahan 

yang buruk (kelembapan, jamur, asbes, kualitas udara dalam ruangan yang buruk, pengatur suhu 

yang tidak memadai, dan bahaya struktural) sangat berhubungan dengan berbagai dampak 

kesehatan yang negatif. Kondisi ini juga termasuk penyakit menular, penyakit pernapasan kronis 

seperti asma, cedera fisik, dan yang paling krusial adalah kesehatan mental yang buruk. Kepadatan 



penduduk secara khusus merupakan faktor utama penyebab meningkatnya stres, masalah 

kesehatan mental, kerawanan pangan, dan penularan penyakit menular. 

Bukti untuk hubungan ini tidak sebatas korelasional. Studi intervensional yang melacak dampak 

setelah perbaikan perumahan tertentu mampu memberikan bukti kausal. Tinjauan sistematis 

terhadap studi tersebut menemukan bahwa perbaikan yang ditargetkan pada pencahayaan, 

pemanas, dapur, kamar mandi, dan jendela rumah menghasilkan manfaat yang signifikan dan 

terukur bagi kesejahteraan mental penghuninya. Sebaliknya, studi longitudinal yang mengikuti 

individu dari waktu ke waktu mengonfirmasi bahwa paparan sebelumnya terhadap ketidaklayakan 

kondisi perumahan, termasuk kondisi fisik yang buruk, merupakan awal terjadinya masalah 

kesehatan mental di kemudian hari seperti depresi, kecemasan, dan gangguan psikologis umum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kondisi perumahan yang buruk dikaitkan dengan 

kemungkinan yang lebih tinggi dari penghuninya untuk melaporkan masalah kesehatan umum 

yang lebih buruk dan memperoleh perawatan medis lebih intens, termasuk rawat inap.  

4.2 Dampak Psikologis dari Ketidakstabilan: Ketidakpastian Perumahan dan 

Konsekuensinya 

Di luar struktur fisik rumah itu sendiri, stabilitas dan keamanan tempat tinggal seseorang lebih 

penting bagi kesejahteraan (mental). Perumahan yang stabil diakui sebagai jalur inti dimana 

perumahan dapat memengaruhi kesehatan. Ketidakamanan perumahan atau didefinisikan sebagai 

seringnya mengalami perpindahan dan “dipaksa” kerap dikaitkan dengan kemiskinan, seperti yang 

diakibatkan oleh sewa jangka pendek, penggusuran, atau tuna wisma, berdampak sangat buruk 

pada kesehatan, khususnya bagi anak-anak dan orang dewasa yang rentan. 

Dampak psikologis dari ketidakpastian ini sangat parah. Penelitian longitudinal mengkonfirmasi 

hubungan temporal yang jelas, seperti paparan terhadap ketidakstabilan perumahan, seperti 

menghadapi penggusuran atau tunggakan menumpuk, berasosiasi positif dengan perkembangan 

selanjutnya dari hasil kesehatan mental yang buruk. Tekanan dari perumahan yang tidak stabil 

dapat mengganggu pekerjaan, pendidikan, dan jaringan dukungan sosial yang penting, sehingga 

menjadi sebab serangkaian konsekuensi negatif. Sebaliknya, intervensi yang meningkatkan 

stabilitas perumahan telah terbukti menghasilkan manfaat kesehatan yang signifikan. Model 

'Housing First' (HF) atau sebuah pendekatan yang menyediakan rumah permanen yang cepat dan 



tanpa syarat bagi para tunawisma telah dipelajari lebih jauh. Ujicoba terkontrol acak menunjukkan 

bahwa intervensi HF menghasilkan peningkatan dramatis dalam stabilitas perumahan dan 

dikaitkan dengan pengurangan yang jelas dalam penggunaan layanan kesehatan nonrutin, seperti 

kunjungan ke unit gawat darurat dan rawat inap yang dapat menjadi indikator peningkatan 

kesehatan secara keseluruhan.  

4.3 Indikator Kunci dari Kualitas Perumahan untuk Dampak Kesehatan yang Positif  

Dalam mengevaluasi kualitas perumahan, diperlukan kerangka kerja multidimensi yang 

melampaui keselamatan struktural dasar. Tinjauan sistematis komprehensif yang menganalisis 62 

studi terpisah mensintesis bukti untuk mengidentifikasi 66 indikator kualitas perumahan yang 

berbeda. Indikator-indikator tersebut dikelompokkan ke dalam delapan kategori menyeluruh, yang 

menyediakan model holistik untuk menilai dampak hunian terhadap penghuninya: 

● Karakteristik dan Fitur Desain Arsitektur Unit Hunian: Berkaitan dengan tata letak, ukuran, 

dan fungsi ruang hunian.  

● Kenyamanan Penghuni: Termasuk kenyamanan termal, akustik, dan ventilasi yang 

memadai, dimana ini diidentifikasi sebagai indikator tunggal paling penting dari rumah 

berkualitas. 

● Lokasi dan Lingkungan Sekitar Perumahan (tetangga): Meliputi aspek-aspek seperti 

kedekatan dengan fasilitas umum, keamanan area sekitar, dan akses ke layanan.  

● Layanan Bangunan: Kualitas dan keandalan fasilitas penting seperti air, listrik, dan 

sanitasi.  

● Kualitas dan Kestabilan Konstruksi: Integrasi struktur dan material bangunan.  

● Aspek Ekonomi: Mencakup keterjangkauan, jaminan kepemilikan, dan biaya operasional.  

● Perawatan Bangunan: Standar perawatan untuk bangunan beserta komponen-

komponennya.  

● Keberlanjutan: Kelestarian lingkungan hunian, termasuk efisiensi energi. 

Kerangka kerja komprehensif ini menunjukkan bahwa rumah yang benar-benar "sehat" adalah 

hasil kesinambungan kompleks dari aspek arsitektur, lingkungan, sosial, dan ekonomi.  



Penerapan basis bukti global yang kuat ini pada konteks Indonesia mengungkap gambaran yang 

meresahkan. Strategi perumahan dari pemerintah dan dampak pasar tampak secara sistematis 

menghasilkan kondisi yang telah diidentifikasi oleh literatur internasional sebagai hal berbahaya 

bagi kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, rencana perumahan "kotak sepatu" yang kontroversial 

menganjurkan penyusutan rumah bersubsidi hingga sekecil 18 meter persegi, secara langsung 

mendorong jenis ruang hidup berkepadatan tinggi dan berpotensi penuh sesak, dimana merupakan 

hal berisiko untuk kesehatan mental yang buruk dan penularan penyakit. Demikian pula, perluasan 

kebijakan relokasi perkampungan ke blok apartemen pinggiran menciptakan ketidakstabilan 

perumahan yang parah, suatu kondisi yang berkaitan erat dengan tekanan psikologis jangka 

panjang. Krisis keterjangkauan yang parah memaksa keluarga untuk melakukan pilihan yang 

mustahil, memaksa mereka untuk menghabiskan lebih sedikit uang untuk makanan bergizi dan 

perawatan kesehatan yang diperlukan, dengan konsekuensi langsung dan merusak bagi kesehatan 

keluarga. Situasi ini menunjukkan bahwa kalkulasi ekonomi kebijakan perumahan Indonesia 

sangat tidak lengkap. Berfokus secara sempit pada biaya konstruksi dan subsidi membuat 

diabaikannya biaya pokok yang sangat besar dan tidak terukur, ditimpakan pada sistem perawatan 

kesehatan publik dan hilangnya sumber daya manusia secara drastis akibat penyakit fisik dan 

mental yang dapat dicegah melalui perumahan. 

Tabel 3: Ringkasan Penemuan dari Kajian Sistematis untuk Perumahan dan 

Kesejahteraan 

Karakteristik 

Perumahan 

Dampak terhadap 

Kesejahteraan 

(Fisik/Kesehatan 

Mental, Kohesi 

Sosial) 

Keakuratan Bukti Cuplikan Indikator 

Kunci 



Kualitas Fisik 

(Pencahayaan, 

Pengatur suhu, Cetak, 

dll) 

Kualitas Buruk 

(lembab, berjamur, 

ventilasi buruk) 

berhubungan dengan 

penyakit kronis, 

penyakit pernapasan, 

dan kesehatan 

mental yang buruk. 

Peningkatan 

menunjukkan 

manfaat kesehatan 

mental yang 

signifikan. 

Tinggi 20 

Stabilitas 

Rumah/Keamanan 

Ketidakstabilan dan 

ketidakpastian 

(pengusiran, sering 

pindah) secara 

longitudinal 

dikaitkan dengan 

kesehatan mental 

yang buruk, depresi, 

dan kecemasan. 

Kestabilan 

meningkatkan hasil 

kesehatan dan 

mengurangi biaya 

perawatan kesehatan. 

Tinggi 22 



Kelebihan Populasi Terkait dengan 

buruknya kesehatan 

mental, makanan 

kurang sehat, dan 

meningkatnya risiko 

terpapar penyakit 

menular. 

Tinggi 20 

Keterjangkauan 

/Beban Biaya 

Beban biaya yang 

tinggi memaksa 

terjadinya kompromi 

yang mengakibatkan 

berkurangnya 

pengeluaran untuk 

makanan dan 

perawatan kesehatan 

yang berdampak 

negatif pada 

kesehatan. Ini 

berkaitan dengan 

kesulitan materi. 

Tinggi 30 

Tipe Perumahan 

(Bangunan Tinggi vs 

Bangunan Rendah) 

Bangunan tinggi 

sering dikaitkan 

dengan isolasi sosial 

dan buruknya 

kesehatan mental, 

tetapi hal ini 

Campuran 32 



disebabkan oleh 

desain, tingkat lantai, 

dan keberadaan 

ruang bersama. 

Akses ke Kawasan 

Hijau 

Akses ke kawasan 

hijau dan lingkungan 

dibutuhkan untuk 

meningkatkan 

kesehatan fisik dan 

mental. 

Tinggi 34 

Kualitas Lingkungan  Kemerosotan 

lingkungan, 

kejahatan, dan 

kurangnya layanan 

berdampak negatif 

pada kesehatan 

mental dan 

memperburuk 

kesenjangan 

kesehatan. 

Tinggi 20 

  

 

 



Segmen 5: Kehidupan Sosial di Gedung-gedung Tinggi: Komunitas, Kohesi, dan Isolasi 

Kendati atribut fisik perumahan sangat penting, bentuk arsitektur hunian juga sangat membentuk 

kehidupan sosial penghuninya. Pergeseran global menuju hunian vertikal di apartemen bertingkat 

tinggi telah memicu perdebatan lama tentang dampaknya terhadap komunitas, kohesi sosial, dan 

perasaan individu akan kepemilikan atau keterasingan. Hasil sintesis bukti dari sosiologi 

perkotaan, psikologi lingkungan, dan studi arsitektur mengungkapkan bahwa meskipun gedung 

bertingkat tinggi menghadirkan tantangan inheren bagi kehidupan sosial, hasilnya tidak ditentukan 

sebelumnya. Sebaliknya, hasilnya sangat dipengaruhi oleh desain, manajemen, dan konteks 

budaya tempat mereka berada. 

5.1 Modal Sosial dalam Komunitas Vertikal: Teori Global dan Buktinya 

Banyak penelitian yang secara historis mengkritik dampak sosial dari kehidupan di gedung 

bertingkat tinggi. Jenis bangunan seperti ini sering dikaitkan dengan terciptanya isolasi sosial, 

anonimitas, dan berkurangnya tingkat interaksi dan kohesi sosial jika dibandingkan dengan 

tipologi perumahan dengan kepadatan rendah. Struktur gedung bertingkat tinggi dengan 

koridornya yang panjang, ketergantungan pada lift, dan pemisahan unit-unit pribadi yang jelas 

dapat menghambat pertemuan spontan dan kasual yang membentuk landasan hubungan 

lingkungan. 

Lingkungan ini dapat menimbulkan ancaman langsung terhadap pembentukan modal sosial, 

sebuah konsep yang ditandai dengan adanya kepercayaan, norma-norma timbal balik, dan jaringan 

sosial yang kuat dalam suatu komunitas. Apartemen swasta berskala besar yang kompleks secara 

khusus dapat berfungsi sebagai "komunitas berpagar di langit," menciptakan batasan fisik dan 

sosial yang mencolok atau tidak hanya mengisolasi penghuni di dalam gedung tetapi juga dapat 

mengikis modal sosial lingkungan sekitarnya dengan membatasi interaksi dan ruang bersama. 

Namun, hubungan tersebut tidak selalu negatif. Penelitian menunjukkan jalur kausal yang jelas, 

dimana dari sana hasil sosial yang positif dapat dicapai. Sebuah studi lengkap tentang penghuni 

gedung tinggi di Hanoi, Vietnam, menggunakan pemodelan persamaan struktural dan menemukan 

bahwa jaringan sosial lingkungan yang lebih besar (jumlah tetangga yang dikenal dan berinteraksi 

dengan seseorang) secara langsung menstimulus rasa kohesi sosial yang lebih kuat (perasaan 



percaya, memiliki, dan nilai-nilai bersama). Kohesi sosial yang meningkat ini, pada gilirannya 

memperbesar keterikatan terhadap tempat dan secara signifikan mengurangi perasaan kesepian. 

Hal ini menetapkan urutan penting untuk kesejahteraan dalam komunitas vertikal: 

Jaringan Sosial → Kohesi Sosial → Kesejahteraan Positif. Oleh karena itu, kuncinya terletak pada 

pemahaman terhadap sejumlah faktor yang dapat memelihara pembentukan awal jaringan sosial 

tersebut. 

5.2 Determinisme Arsitektural: Bagaimana Desain Membentuk atau Merusak Ikatan Sosial 

Desain fisik bangunan tinggi merupakan faktor penting jika tidak sepenuhnya bersifat 

deterministik dalam membentuk kehidupan sosial penghuninya. Aspek keberadaan, kualitas, dan 

aksesibilitas ruang komunal secara konsisten diidentifikasi sebagai mediator utama hasil sosial. 

Pemilihan desain yang buruk dapat menciptakan hambatan terhadap interaksi, sementara desain 

yang cermat dapat secara aktif mengkatalisasi pembentukan komunitas. 

Beberapa prinsip dan intervensi arsitektur utama telah diidentifikasi sebagai hal yang kondusif 

untuk membentuk ikatan sosial: 

● Ruang Komunal yang Dirancang dengan Baik: Penyediaan ruang bersama yang berlokasi 

di pusat, menarik, dan fungsional, seperti aula komunitas, taman atap, pusat kebugaran, 

dan taman bermain sangat penting. Ruang-ruang ini berfungsi sebagai tujuan yang menarik 

penghuni keluar dari unit pribadi mereka dan menciptakan peluang untuk berinteraksi. 

● Aktivasi Sirkulasi dan Zona Transisi: Ruang yang biasanya dianggap murni fungsional, 

seperti koridor dan lobi, dapat dirancang untuk mendorong pertemuan sosial. Dapat 

menggunakan koridor yang lebih lebar dan terang, menciptakan sudut tempat duduk kecil, 

atau mendesain lobi agar terasa lebih seperti ruang santai yang nyaman dapat mengubah 

area ini menjadi pusat aktivitas sosial. Penciptaan "zona transisi" semi-privat di ambang 

unit privat, seperti teras kecil atau area bangku, juga dapat mendorong interaksi kasual 

antar sesama tetangga. 

● Desain Eksospasial dan Konektivitas Visual: Konsep arsitektur "desain eksospasial," yang 

dipelopori oleh Studio Gang, berfokus pada aktivasi bagian luar bangunan. Dengan 

menciptakan balkon yang bervariasi dan dapat digunakan, desain ini memungkinkan 



"koneksi visual miring" antar unit yang berdekatan. Hal ini menumbuhkan rasa kesadaran 

dan memungkinkan terbentuknya ikatan informal, mengubah balkon menjadi versi modern 

dari "teras depan" lingkungan sekitar. 

● Integrasi di Permukaan Tanah dan Kemudahan Berjalan: Bangunan tinggi tidak berdiri 

sendiri, karena mengintegrasikan dasar bangunan dengan lanskap jalan disekitarnya 

melalui jejaring pertokoan yang aktif, plaza publik, dan trotoar yang ditingkatkan 

menciptakan lingkungan yang dinamis dan dapat dilalui dengan berjalan kaki yang 

bermanfaat bagi penghuni dan masyarakat luas, serta menumbuhkan rasa keterikatan 

dengan lingkungan sekitar. 

Sebaliknya, pola desain tertentu dapat merugikan. Penelitian yang membandingkan tata letak 

perumahan yang berbeda menemukan bahwa pola sederhana tidak memiliki efek positif yang 

signifikan pada kohesi sosial, sedangkan pola linier dan berbentuk T memiliki efek positif 

menunjukkan bahwa pengaturan unit tertentu dan hubungannya dengan jalur bersama sangat 

penting. 

5.3 Pengalaman Indonesia: Kohesi di Rusunawa dan Apartemen Swasta 

Ketika sudut pandang global ini diterapkan pada konteks Indonesia, khususnya pada perumahan 

vertikal berbiaya rendah yang disediakan pemerintah atau disebut sebagai rusunawa, tantangan 

yang signifikan terlihat. Studi mengungkap pola konsisten masalah sosial dan spasial yang 

menghambat pembentukan komunitas. Investigasi menyeluruh di Bandung dan Ujung Berung 

menemukan bahwa area umum sering kali tidak terawat dengan baik, balkon dialihkan secara 

fungsional untuk menyimpan atau menjemur pakaian, dan kurangnya cahaya alami membuat 

ruang dalam bersama menjadi tidak menarik, yang semuanya menghambat penggunaannya untuk 

kegiatan sosial. 

Hal ini menunjukkan masalah yang lebih dalam: ketidaksesuaian budaya dan sosial. Transisi dari 

lingkungan kampung yang organik dan berpori secara sosial ke struktur kaku apartemen bertingkat 

tinggi dan teratomisasi sering menimbulkan gangguan besar dan tidak sesuai dengan cara hidup 

penghuninya yang mapan. Di dalam kampung, batas antara ruang privat dan publik bersifat cair, 

dan sebagian besar kehidupan sosial dan ekonomi berlangsung di lorong-lorong dan beranda yang 

digunakan bersama. Desain bangunan tinggi secara umum yang didasarkan pada model kehidupan 



keluarga inti barat, gagal mengakomodasi sosialitas komunal ini. "Penyalahgunaan" balkon untuk 

penyimpanan di Indonesia, rusunawa dapat dimaknai bukan sebagai buruknya kedisiplinan 

penghuni, namun sebagai usaha putus asa penghuni untuk menciptakan kembali ruang luar yang 

serbaguna dan semi-privat yang telah hilang dari kehidupan mereka di kampung yang bentuk 

arsitekturnya tidak memiliki alternatif tersebut. Kebijakan relokasi kerap memaksakan persepsi 

asing pada kenyataan di dalam negeri. 

Sebuah studi tentang proyek perumahan vertikal di Medan menyoroti bagaimana kombinasi ruang 

privat yang terbatas dan pembagian fasilitas umum yang dipaksakan antar penyewa dari berbagai 

latar belakang cenderung memicu konflik dan mengikis ikatan antar komunitas. Lebih jauh, 

penelitian tentang relokasi paksa di Jabodetabek telah menunjukkan bahwa proses ini dapat 

menyebabkan ketidakpuasan perumahan yang signifikan. Namun, penelitian yang sama 

menunjukkan bahwa hasil negatif ini dapat dikurangi jika jaringan sosial komunitas asli 

dipertahankan, terutama melalui penyediaan dan desain ruang sosial khusus yang cermat di lokasi 

baru. Oleh karena itu, kegagalan kohesi sosial di banyak proyek perumahan vertikal Indonesia 

bukanlah cacat bawaan dari hunian bertingkat tinggi itu sendiri, melainkan kegagalan 

penerjemahan budaya dalam desain, perencanaan, dan implementasinya. Hal ini menunjukkan 

kebutuhan kritis untuk pengembangan "budaya daerah" dari arsitektur bertingkat tinggi yang 

secara sengaja menggabungkan fitur-fitur yang mendukung kegiatan komunal, ruang dengan 

penggunaan fleksibel, dan integrasi kegiatan ekonomi skala kecil yang penting bagi kehidupan 

penghuni.  

Segmen 6: Buku Besar Sosial-Ekonomi Hunian Apartemen di Kawasan Perkotaan Indonesia 

Dorongan menuju vertikalisasi di kota-kota Indonesia didorong oleh logika ekonomi yang kuat 

tentang efisiensi dan keterjangkauan lahan. Namun, bagi rumah tangga yang melakukan transisi, 

pilihan antara apartemen dan rumah diatas tanah yang tradisional merupakan perhitungan rumit 

yang melibatkan sejumlah “pertukaran” sosial-ekonomi berskala besar. Analisis yang terfokus 

terhadap konsekuensi dunia nyata dari pergeseran ini di wilayah metropolitan Jabodetabek 

mengungkap adanya kesenjangan yang signifikan antara asumsi kebijakan dan realitas kehidupan 

penduduk perkotaan, dimana pasar itu sendiri mengirimkan sinyal yang jelas tentang keterbatasan 

model apartemen sebagai bentuk terbaik. 



6.1 Pertukaran Ekonomi: Keterjangkauan, Mobilitas, dan Akses ke Mata Pencaharian  

Di permukaan, keuntungan utama secara ekonomi dari tinggal di apartemen adalah hambatan 

masuk yang lebih rendah. Di pasar yang sangat mahal seperti Jakarta, di mana harga rumah tapak 

rata-rata dapat dengan mudah melampaui Rp2 miliar (sekitar $125.000), apartemen menawarkan 

titik masuk yang lebih mudah diakses, dengan beberapa unit tersedia di bawah Rp400 juta (sekitar 

$25.000).46 Hal ini menjadikan kepemilikan apartemen sebagai pilihan yang tampaknya layak 

bagi para profesional muda dan keluarga berpenghasilan menengah yang tidak mampu membeli 

rumah diatas tanah. 

Meski begitu, keterjangkauan diawal ini sering diikuti oleh serangkaian biaya berkelanjutan yang 

tidak ada di perumahan tradisional tanpa gerbang. Penghuni apartemen biasanya diharuskan 

membayar biaya pemeliharaan dan layanan bulanan untuk menutupi biaya perawatan area umum, 

keamanan, dan sejumlah fasilitas. Biaya ini dapat membengkak dan merupakan kewajiban 

keuangan permanen yang tidak diperhitungkan dalam harga pembelian awal (DP). 

Bagi penghuni berpenghasilan rendah, terutama mereka yang telah direlokasi dari permukiman 

informal, dampak ekonominya sangat memberatkan. Faktor terparah dan sering diabaikan adalah 

hilangnya mata pencaharian secara masif. Sebagaimana paparan sebelumnya, kegiatan ekonomi 

informal yang menopang kehidupan keluarga-keluarga ini secara spasial terikat dengan rumah dan 

lingkungan tempat tinggal mereka. Solusi untuk memindahkan mereka ke apartemen perumahan 

sosial di pinggir kota menjauhkan masyarakat ini dari basis pelanggan mereka dan tidak memiliki 

ruang untuk usaha berbasis rumahan, secara efektif memutus aliran pendapatan mereka. Hal ini 

dapat menjebak keluarga dalam siklus kemiskinan yang lebih dalam, bahkan saat mereka tinggal 

di rumah yang secara fisik "lebih baik" atau "lebih layak", dimana gagalnya kebijakan disoroti 

secara mendalam untuk memperhitungkan kehidupan ekonomi holistik kelompok miskin.  

6.2 Apartemen vs Rumah Tapak: Analisis Komparatif dari Perumahan Jabodetabek  

Meskipun pemerintah gencar mendorong kebijakan ke arah vertikalisasi, perilaku konsumen dan 

data pasar dari kawasan Jabodetabek menunjukkan preferensi yang jelas dan mengakar kuat 

terhadap rumah tapak, sementara pasar apartemen dicirikan dengan stagnasi, kelebihan pasokan, 

dan tingkat penyerapan rendah sejak 2020, pasar rumah tapak tetap kuat, dengan permintaan tinggi 



dan tingkat penjualan yang kuat sekitar 84%.12 Ini bukan sekadar masalah preferensi budaya; hal 

tersebut berakar pada penilaian rasional atas keunggulan sosial-ekonomi unik yang ditawarkan 

properti tapak dibandingkan dengan properti vertikal. 

Pendorong utama dibalik persepsi ini memiliki banyak aspek: 

1. Keamanan dan Kepemilikan Investasi: Properti tanah dilengkapi dengan Sertifikat Hak 

Milik (SHM) yang memberikan kepemilikan atas bangunan dan tanah diatasnya seumur 

hidup. Secara luas, ini dianggap sebagai bentuk kepemilikan properti]\ paling aman dan 

berharga serta investasi jangka panjang yang unggul. Sebaliknya, apartemen biasanya 

dijual dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang berlaku terbatas waktu atau 

Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS), dimana ini dianggap sebagai 

aset yang kurang aman dan terdepresiasi yang terkait dengan umur bangunan. 

2. Fleksibilitas, Mata Pencaharian, dan Kontrol: Rumah diatas tanah memberi pemiliknya 

kebebasan dan fleksibilitas. Rumah tapak menawarkan ruang fisik untuk perluasan di masa 

mendatang seiring bertambahnya keluarga, dan yang terpenting adalah rumah jenis ini 

dapat mengakomodasi bisnis rumahan, dimana ini adalah sumber penghasilan penting bagi 

banyak rumah tangga Indonesia. Tingkat kontrol atas properti seseorang hampir 

sepenuhnya tidak ada di lingkungan apartemen yang diatur. 

3. Ruang, Privasi, dan Kualitas Hidup: Dalam budaya yang menghargai keluarga dan 

komunitas, ruang hidup yang luas, halaman atau taman pribadi, dan privasi yang lebih 

besar yang ditawarkan oleh rumah tapak merupakan atribut yang sangat berharga. 

Sebaliknya, apartemen dengan kepadatan tinggi sering dianggap sempit dan kurang dalam 

hal privasi, dimana dinding dan fasilitas umum yang digunakan bersama sehingga 

berpotensi menimbulkan gangguan kebisingan dan mengurangi kesan ruang pribadi. 

Tabel 2: Analisis Komparatif dari Rumah Tapak vs Apartemen di Jabodetabek 

Fitur Properti diatas 

Tanah (Rumah 

Tapak) 

Apartment (Rumah 

Vertikal) 

Cuplikan Sumber 

Kunci 



Keterjangkauan (Biaya 

Tahunan) 

Umumnya lebih 

tinggi di pusat 

kota; lebih 

terjangkau di 

pinggiran 

Umumnya harga 

beli diawal lebih 

rendah di lokasi 

perkotaan yang 

sebanding 

46 

Keterjangkauan (Biaya 

Berjalan) 

Tidak ada biaya 

layanan wajib 

(kecuali di 

lingkungan yang 

terjaga 

keamanannya); 

pemilik 

menanggung 

semua biaya 

pemeliharaannya 

Biaya pemeliharaan 

dan servis bulanan 

wajib dengan 

jumlah yang 

mungkin signifikan 

48 

Ruang dan Privasi Di dalam dan luar 

ruangan 

(halaman/taman) 

lebih luas; tingkat 

privasi lebih tinggi 

Ruang tinggal yang 

lebih rumit; dinding 

bersama dan ruang 

umum membatasi 

privasi. 

47 

Pemeliharaan dan 

Perawatan 

Tanggung jawab 

penuh pemilik 

rumah, 

membutuhkan 

Ditangani pihak 

manajemen 

bangunan, 

menawarkan 

48 



waktu, tenaga, dan 

perencanaan 

keuangan yang 

matang 

kenyamanan tapi 

minim kontrol 

Keamanan Tanggung jawab 

pemilik (alarm, 

dll.), kecuali di 

lingkungan yang 

berpagar dan 

dijaga (G&G). 

Seringkali 

menyertakan fitur 

keamanan bersama 

(penjaga, CCTV, 

kartu akses) 

47 

Lingkungan/Komunitas 

Sosial 

Interaksi sosial 

yang lebih terbuka 

dengan lingkungan 

yang beragam; 

dapat mengisolasi 

jika tidak berada 

dalam lingkungan 

tertentu 

Dapat mengisolasi; 

kohesi sosial sangat 

bergantung pada 

desain dan 

pengelolaan 

bangunan 

32 

Nilai 

Investasi/Keamanan 

Potensi apresiasi 

tinggi; termasuk 

kepemilikan tanah 

(sertifikat SHM), 

dianggap sebagai 

aset utama 

Potensi apresiasi 

lebih rendah; 

biasanya berupa hak 

milik dengan batas 

waktu 

(HGB/SHMSRS), 

48 



dipandang kurang 

aman. 

Integrasi Mata 

Pencaharian 

Memungkinkan 

usaha rumahan dan 

penggunaan ruang 

yang fleksibel 

Sangat membatasi; 

umumnya tidak 

memungkinkan 

untuk menjalankan 

bisnis dari tempat 

ini 

6 

  

6.3 Relokasi dan Dislokasi: Dampaknya terhadap Ekonomi Informal dan Jaringan Sosial  

Narasi kehidupan apartemen di Jakarta sering kali bukan tentang pilihan bebas, tetapi tentang 

pemindahan paksa. Statistik mencengangkan mengungkap bahwa sekitar 80% penghuni 

apartemen perumahan sosial di Jakarta adalah korban penggusuran dan pemindahan paksa, 

biasanya dari permukiman informal yang dibuka untuk proyek pembangunan atau penanggulangan 

banjir. Proses ini merupakan dislokasi sosial dan ekonomi yang mendalam. Proses ini secara 

sistematis membongkar jaringan sosial dan sistem ekonomi informal yang menyediakan jaring 

pengaman bagi kalangan miskin di perkotaan. Disertasi doktoral yang berfokus pada relokasi 

perumahan di Jabodetabek dengan kuat menyimpulkan bahwa pemindahan paksa tersebut ke 

perumahan umum bertingkat tinggi sering menimbulkan ketidakpuasan terhadap perumahan antar 

para penghuni yang direlokasi. Studi tersebut menekankan bahwa jika relokasi tidak dapat 

dihindari, pelestarian jaringan sosial masyarakat yang ada melalui penyediaan ruang sosial yang 

dirancang dengan baik secara sengaja harus menjadi prioritas utama bagi para pembuat kebijakan. 

Kegagalan untuk melakukannya menciptakan bentuk baru dari ketidakpastian di perkotaan, 

dimana perbaikan fisik dicapai dengan mengorbankan keruntuhan sosial.  



Perbedaan mencolok antara tingginya permintaan konsumen akan rumah tapak dan pasar 

apartemen yang stagnan serta kelebihan pasokan bukan sekadar tren pasar; ini adalah kritik tajam 

berdasarkan data terhadap kebijakan perumahan dari pemerintah yang berlaku. Dorongan 

vertikalisasi “dari atas ke bawah” (top-down), pada dasarnya tidak selaras dengan kenyataan yang 

terungkap dan kalkulasi ekonomi rasional penduduk Indonesia dari segi penawaran. Hal ini lebih 

dari sebatas masalah selera atau penolakan terhadap modernitas. Konsumen "memilih dengan 

dompet mereka" untuk keamanan aset jangka panjang dari kepemilikan tanah, fleksibilitas gaya 

hidup untuk menghidupi keluarga dan mata pencaharian mereka, dan biaya terprediksi yang 

disediakan oleh properti tapak. Kebijakan pemerintah, dengan mengabaikan kondisi pasar yang 

jelas ini tidak hanya gagal menyelesaikan krisis perumahan, tetapi mungkin membuatnya lebih 

buruk dengan mempromosikan model perumahan yang tidak diinginkan oleh sebagian besar 

penduduk dan, dimana ini juga gagal memenuhi kebutuhan holistik mereka.  

Bagian III: Sintesis, Masukan Komparatif, dan Arah Masa Depan  

Analisis sebelumnya telah membedah sifat krisis perumahan perkotaan Indonesia yang beraneka 

ragam dan meninjau secara sistematis dampak dari solusi kebijakan yang populer: peralihan ke 

hunian vertikal. Bagian akhir ini mensintesiskan temuan-temuan tersebut dengan mengambil hasil 

perbandingan yang penting dari strategi perumahan tetangga regional untuk 

mengontekstualisasikan arah Indonesia. Bagian ini berpuncak pada serangkaian kesimpulan 

terpadu dan merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti yang ditujukan untuk 

mendorong masa depan perumahan yang lebih manusiawi, inklusif, dan efektif bagi bangsa. 

Segmen 7: Menjembatani Kesenjangan: Pembelajaran dari Model Perumahan Regional 

Tidak ada kebijakan negara yang berdiri sendiri. Dengan mengkaji strategi perumahan negara-

negara tetangganya di Asia Tenggara, Indonesia dapat memperoleh perspektif berharga tentang 

opsi alternatif, mampu mengidentifikasi potensi jebakan, dan menemukan model inovatif yang 

dapat disesuaikan dengan konteksnya yang berbeda. Pendekatan Singapura dan Bangkok yang 

sangat berbeda, khususnya yang menawarkan pelajaran berharga tentang kapasitas negara, 

intervensi pasar, dan pemecahan masalah yang pragmatis. 

  



7.1 Model HDB di Singapura: Kontrol Negara dan Penyediaan Massal 

Singapura berdiri sebagai contoh global perumahan nasional yang sukses, sebuah bukti dari 

sesuatu yang bisa dicapai melalui kemauan politik yang teguh dan kontrol negara yang 

komprehensif. Saat ini, lebih dari 80% populasi negara-kota tersebut tinggal di apartemen yang 

dibangun dan dikelola oleh Housing and Development Board (HDB), sebuah statistik yang 

mewakili salah satu pencapaian rekayasa sosial paling luar biasa di abad ke-20. Keberhasilan 

model ini dibangun di atas fondasi kekuatan negara yang tangguh. Undang-Undang Pengadaan 

Tanah tahun 1966 memberikan pemerintah kewenangan yang luas untuk memperoleh tanah demi 

kepentingan umum, dimana secara efektif memutus kekuatan pasar tanah yang spekulatif. Hal ini 

dikombinasikan dengan sistem hak sewa selama 99 tahun untuk hampir semua properti HDB, 

sehingga memberikan negara kontrol utama atas sumber dayanya yang paling berharga, yaitu 

tanah.  

 HDB sendiri beroperasi sebagai otoritas yang kuat, tersentralisasi, dan sangat kompeten dalam 

mengawasi seluruh siklus hidup perumahan dari perencanaan kota dan desain arsitektur hingga 

konstruksi, pembiayaan, dan penjualan. Pendekatan terpadu ini memastikan kontrol kualitas, 

konsistensi perencanaan jangka panjang, dan kemampuan untuk melaksanakan program 

perumahan bersubsidi massal dalam skala besar. Hasilnya adalah terciptanya "kota tanpa daerah 

kumuh," dimana perumahan yang terjangkau dan berkualitas tinggi diperlakukan sebagai hak dasar 

dan landasan identitas nasional. Meskipun aspiratif, transferabilitas langsung model Singapura 

dibatasi oleh ketergantungannya pada konteks politik dan sejarah unik tersendiri yang sulit ditiru. 

7.2 Memunculkan Strategi: Inovasi KPS dan Sewa Guna Usaha di Bangkok  

Bangkok menawarkan studi kasus inovasi kebijakan yang lebih baru dan mungkin relevan. Ibu 

kota Thailand ini menghadapi krisis keterjangkauan yang serupa dengan Jakarta, termasuk tingkat 

penolakan pinjaman yang tinggi untuk rumah dengan harga lebih rendah dan sejarah proyek 

perumahan umum yang gagal akibat buruknya kualitas dan pemilihan lokasinya. Sebagai 

tanggapan, pemerintah Thailand telah beralih dari kegagalan ini menuju strategi yang lebih 

pragmatis dan terarah. 



Pendekatan baru yang diperkenalkan sekitar tahun 2025 berpusat pada model Public Privat 

Partnership (PPP). Strategi ini memaksimalkan keunggulan kedua sektor dengan mengembangkan 

lahan yang kurang dimanfaatkan dan berlokasi strategis yang milik badan-badan negara, seperti 

State Railway of Thailand (SRT). Inovasi utama terletak pada struktur pembiayaan dan 

kepemilikan. Alih-alih penjualan langsung, unit-unit baru yang ditawarkan dengan skema sewa 

jangka panjang. Hal ini kemudian dikombinasikan dengan persyaratan pembiayaan yang sangat 

terjangkau, termasuk tidak adanya persyaratan uang muka, suku bunga rendah, dan periode 

pinjaman 40 tahun yang diperpanjang secara signifikan meningkatkan keterjangkauan, 

menghasilkan pembayaran bulanan yang merupakan sebagian kecil dari hipotek biasa. Bagian 

pentingnya adalah proyek-proyek ini sedang dikembangkan di lokasi-lokasi utama yang berada 

dekat angkutan umum, sehingga secara langsung mengatasi ketidaksesuaian lokasi yang telah 

mengganggu begitu banyak skema perumahan terjangkau di tempat lain. 

7.3 Mengkontekstualisasikan Langkah Indonesia via Kuala Lumpur dan Studi Kasus 

Lainnya 

Perbandingan dengan Kuala Lumpur mengungkap situasi berbeda. Meskipun Kuala Lumpur 

dianggap lebih maju dalam hal infrastruktur publik secara umum, kota ini juga mengalami masalah 

harga sewa dan pembelian perumahan yang bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Jakarta 

dimana ini menunjukkan bahwa pembangunan saja tidak menyelesaikan masalah keterjangkauan. 

Lebih lanjut, kerangka hukum Indonesia untuk penguasaan tanah yang ternyata sebagian besarnya 

mirip dengan Malaysia nyatanya menghadirkan kendala besar yang tidak terlihat di Singapura. 

Kedua negara berjuang dengan kompleksitas hak atas tanah adat dan memiliki sistem hukum yang 

memberikan inkonsistensi perlindungan untuk berbagai bentuk kepemilikan tanah yang 

mempersulit proyek akuisisi dan pembangunan tanah yang dikomando negara. Perbedaan 

mendasar dalam kekuasaan negara atas tanah ini adalah alasan utama mengapa model penyediaan 

barang publik secara massal Singapura belum berhasil ditiru di Indonesia. 

Analisis perbandingan ini mengungkap bahwa kerangka kebijakan perumahan Indonesia pada 

dasarnya "terjebak di tengah." Kerangka ini berada dalam posisi yang tidak efektif dan paradoks, 

karena tidak memiliki kendali negara yang komprehensif dan kemauan politik seperti model 

Singapura maupun efisiensi pasar bebas yang benar-benar teregulasi dengan baik dan transparan. 



Pendekatan gabungan ini tampaknya mewarisi kelemahan kedua sistem tersebut, namun tidak 

memaksimalkan kelebihan keduanya. Keberhasilan model Singapura didasarkan pada kekuasaan 

absolut negara atas akuisisi dan pembangunan lahan yang memungkinkan mereka untuk 

menerapkan strategi perumahan umum yang konsisten, berjangka panjang, dan mendapat subsidi 

besar. Sebaliknya, Indonesia sebagian besar telah meninggalkan tingkat intervensi negara secara 

langsung dan berpindah ke pendekatan neoliberal, dimana pasar yang menyerahkan penyediaan 

perumahan kepada sektor swasta. Namun, pasar tersebut jauh dari kata efisien atau adil. Hal ini 

terdistorsi oleh penguasaan tanah yang tidak aman, biaya pembiayaan yang sangat tinggi, 

volatilitas kebijakan, dan kerangka hukum yang berbelit-belit. Pemerintah berupaya menambal 

kegagalan pasar yang mengakar ini dengan serangkaian intervensi ad-hoc, mengalami kasus 

kekurangan biaya cukup sering, dan tidak tepat sasaran seperti program 'Tiga Juta Rumah', dimana 

sebagaimana adanya, kerap tidak sejalan dengan permintaan dan kebutuhan konsumen yang 

sebenarnya. Hal ini membuat Indonesia memiliki sistem dimana negara terlalu lemah dan tidak 

konsisten untuk menjadi penyedia yang efektif seperti contoh di Singapura, fungsi pasar terlalu 

lemah pasar dan diatur dengan buruk untuk menjadi penyedia yang efisien. Dalam konteks ini, 

pendekatan pragmatis, tepat sasaran, dan inovatif yang sekarang sedang diuji coba di Bangkok 

menggunakan KPS di tanah negara yang ada dengan mudahnya menjangkau biaya sewa mampu 

menawarkan model yang lebih realistis dan adaptif bagi Indonesia untuk dipelajari dan lebih layak 

ditiru dibanding kasus Singapura yang unik secara politis dan historis. 

Tabel 4: Matriks Komparatif dari Kebijakan Perumahan Nasional (Indonesia, Singapore, 

Bangkok)  

Aspek Kebijakan Indonesia Singapura Bangkok 

(Strategi 

Baru) 

Cuplikan 

Sumber 

Kunci 

Institusi Utama Kementerian 

Pekerjaan 

Umum dan 

Dewan 

Perumahan 

dan 

Kemitraan 

Publik dan 

Swasta (PPP), 

2 



Perumahan, 

Perumahan 

Rakyat, dan 

Pengembang 

Swasta 

Pembangunan 

(HDB) 

Perkeretaapia

n Nasional 

Thailand 

(SRT) 

Model 

Pembiayaan 

Utama 

Anggaran 

negara, subsidi 

FLPP, Tapera, 

pembiayaan 

swasta 

Subsidi 

negara, 

anggaran 

negara, 

pembiayaan 

perumahan 

(CPF). 

Investasi PPP, 

penghasilan 

dari sewa 

tanah 

1 

Akuisisi 

Lahan/Kontrol 

Kompleks; 

bermasalah 

dengan 

swasta/hak lahan 

adat. Otoritas 

Bank Tanah 

Negara masih 

baru 

Posisi 

pemerintah 

kuat dari 

Undang-

UndangAkuisi

si Tanah; 

mayoritas 

tanah 

dikontrol 

pemerintah 

Menggunakan 

lahan 

pemerintah 

yang ada dan 

tidak 

digunakan 

(misal lahan 

jalur kereta) 

1 

Target Populasi Masyarakat 

Berpenghasilan 

Rendah (MBR) 

~80% dari 

seluruh 

populasi, 

Masyarakat 

berpenghasila

n rendah dan 

1 



dan sejumlah 

kelompok 

masyarakat 

berpenghasilan 

menengah 

dengan akses 

berjenjang 

berdasarkan 

pendapatan. 

menengah 

yang tidak 

bisa 

menjangkau 

pinjaman 

pasar. 

Tipe Perumahan 

yang Dominan 

Rumah 

bersubsidi diatas 

tanah (pinggiran 

kota), apartemen 

vertikal 

(rusunawa) 

(perkotaan). 

Apartemen 

tinggi 

Apartemen 

tinggi dekat 

dengan akses 

transportasi 

massal. 

2 

Model Aman Kepemilikan 

(SHM untuk 

tanah, 

HGB/SHMSRS 

untuk rumah 

susun), Sewa 

(rusunawa). 

Hak sewa 99 

tahun. 

Hak sewa 

terstruktur. 

11 

Kunci Sukses dan 

Tantangan 

Tantangan: 

Ketidaksesuaian 

lokasi/permintaa

n, pemangkasan 

anggaran, 

Sukses: 

Menghapus 

daerah 

kumuh, 

mencapai 

Keberhasilan 

(Diproyeksika

n): Mengatasi 

masalah 

lokasi, 

1 



kesenjangan 

keterjangkauan, 

inkonsistensi 

kebijakan. 

>80% hunian 

HDB, 

berkualitas 
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Segmen 8: Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Perumahan Masa Depan yang Lebih 

Inklusif dan Humanis  

Jaringan rumit dari tantangan untuk mendefinisikan lanskap perumahan perkotaan Indonesia 

menuntut pemikiran ulang mendasar atas pendekatan negara ini. Krisis ini bukan sekadar defisit 

numerik unit perumahan, tetapi kegagalan kompleks dari kebijakan, pasar, dan desain untuk 

memenuhi kebutuhan holistik populasi yang beragam dan berkembang pesat di perkotaan. 

Langkah baru ke depan harus diciptakan dan bergerak melampaui metrik sempit hasil konstruksi 

dan merangkul visi perumahan yang lebih manusiawi, inklusif, dan terintegrasi sebagai landasan 

kesejahteraan individu dan kemakmuran nasional.  

8.1 Mensintesiskan Bukti: Bayaran Nyata dari Strategi Perumahan Kota di Indonesia  

Tinjauan sistematis ini telah menunjukkan bahwa krisis perumahan perkotaan di Indonesia 

merupakan masalah yang memiliki banyak sisi, yaitu kuantitas, kualitas, keterjangkauan, dan 

kesesuaian. Tumpukan perumahan nasional masih sangat besar, dan di pusat perkotaan seperti 

Jakarta, mayoritas keluarga tidak memiliki akses ke tempat tinggal yang layak. Strategi utama 

pemerintah melalui dorongan vertikalisasi dari atas ke bawah yang memungkinkan pasar pada 

dasarnya tidak selaras dengan realitas sosial-ekonomi dan aspirasi warganya. 

Ketidakselarasan ini terwujud dalam beberapa kegagalan besar. Pertama, hal ini telah menciptakan 

krisis ganda yang secara simultan merugikan kelompok miskin perkotaan dan kelas menengah 



yang terhimpit. Kaum miskin seringkali tergusur dari komunitas dan mata pencaharian mereka 

melalui kebijakan relokasi yang mengutamakan bangunan fisik daripada stabilitas ekonomi. Kelas 

menengah tidak mampu membeli rumah di pusat kota karena pasar spekulatif dan tingginya 

pembiayaan, sehingga memaksa mereka menjalani kehidupan dengan perjalanan yang melelahkan 

dari pinggir kota. Kedua, model pembangunan gedung tinggi yang dominan sering diadopsi tanpa 

adaptasi budaya, sehingga terbukti mengikis kohesi sosial dan menciptakan lingkungan yang 

terisolasi, sangat kontras dengan struktur komunal permukiman tradisional Indonesia. Ketiga, 

dengan mempromosikan perumahan yang tidak stabil, penuh sesak, atau tidak terjangkau, 

kebijakan saat ini menghasilkan eksternalitas kesehatan publik negatif yang signifikan dan tidak 

terukur, dimana ini membebani sistem perawatan kesehatan dalam jangka panjang dan mengurangi 

sumber daya manusia secara nasional. Hasilnya adalah lanskap perumahan yang meskipun 

memiliki program ambisius, terbukti gagal memenuhi janji konstitusional untuk menyediakan 

tempat tinggal layak dan bermartabat bagi semua, dimana kegagalan tercermin jelas dalam 

penolakan pasar terhadap apartemen yang kelebihan pasokan demi keamanan dan fleksibilitas 

ketimbang rumah diatas tanah.  

8.2 Rekomendasi Kebijakan: Diluar Bata dan Mortar 

Untuk menjelaskan krisis kompleks ini, Indonesia harus mengadaptasi paradigma kebijakan baru 

yang lebih dari sekedar meletakkan bata dan mortar. Rekomendasi tersebut menawarkan jalan 

menuju perumahan masa depan yang lebih efektif dan adil: 

1. Terapkan filosofi "Pemberdayaan Masyarakat": Fokus kebijakan harus bergeser dari 

pendekatan yang hanya "memungkinkan pasar" untuk mengandalkan peran besar 

pengembang swasta menjadi pendekatan yang memberdayakan masyarakat untuk menjadi 

agen aktif dalam solusi perumahan mereka sendiri. Hal ini melibatkan penyediaan 

dukungan finansial dan teknis untuk peningkatan yang dipimpin masyarakat, inisiatif 

perumahan bersama, dan model-model lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. 

2. Hadapi Masalah Lahan Secara Langsung: Kepemilikan lahan yang aman adalah landasan 

dari setiap solusi perumahan berkelanjutan. Pemerintah harus bergerak maju dengan 

reformasi agraria perkotaan yang sebenar-benarnya atau memberikan pengakuan hukum 

dan keamanan bagi penduduk permukiman informal. Ini tidak hanya akan melindungi 



mereka dari penggusuran tetapi juga membuka potensi mereka sendiri untuk berinvestasi 

dan meningkatkan diri. Otoritas Badan Bank Tanah yang baru dibentuk harus diberdayakan 

dan diarahkan untuk memprioritaskan akuisisi lahan untuk tujuan ini. 

3. Reformasi Pembiayaan Perumahan Secara Holistik: Sistem pembiayaan saat ini terlalu 

cacat. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk mengatasi suku bunga hipotek 

yang sangat tinggi dan melumpuhkan kelas menengah. Bersamaan dengan itu, pemerintah 

harus mereformasi program tabungan publik seperti Tapera untuk memastikan 

transparansi, akuntabilitas, dan manfaat nyata bagi para anggotanya. Bagian terpentingnya 

dalah Indonesia harus menguji coba dan mengeksplorasi model-model pembiayaan dan 

kepemilikan yang inovatif dan lebih mudah diakses, seperti struktur hak guna usaha dan 

kemitraan publik-swasta yang telah berhasil diujicobakan di Bangkok. 

4. Amanatkan Integrasi Perumahan dan Mata Pencaharian: Perencanaan perkotaan dan 

kebijakan perumahan harus mengakui bahwa bagi jutaan orang Indonesia, rumah dan 

pekerjaan tidak dapat dipisahkan. Segenap proyek perumahan umum dan bersubsidi baru 

harus menggabungkan zonasi dan desain yang memungkinkan bisnis berbasis usaha 

rumahan dan kegiatan komersial skala kecil. Relokasi harus menjadi kebijakan pilihan 

terakhir, dan jika tidak dapat dihindari, harus mencakup program komprehensif untuk 

memulihkan mata pencaharian. 

5. Perjuangkan Desain yang Manusiawi dan Sesuai Budaya: Kebijakan harus bergerak 

melampaui standar ukuran minimum yang sederhana dan tidak mencukupi. Pemerintah 

harus menetapkan dan menegakkan kerangka kerja desain kualitatif untuk semua 

perumahan bersubsidi. Kerangka kerja yang dijabarkan dalam penelitian tentang kohesi 

sosial, harus mengamanatkan penyertaan ruang komunal yang dirancang dengan baik, 

memastikan kesesuaian budaya, dan memprioritaskan kesejahteraan penghuni daripada 

sekadar efisiensi biaya. Konsep perumahan "kotak sepatu" harus ditolak secara definitif 

karena tidak sesuai dengan prinsip martabat manusia. 

6. Memperkuat dan Memperjelas Peran Kelembagaan: Kerangka kelembagaan saat ini masih 

tumpang tindih dengan adanya pemusatan kekuasaan di tingkat nasional dan kurangnya 

kapasitas di tingkat daerah. Desentralisasi kewenangan yang jelas, disertai pula perlunya 

mencukupi pendanaan dan dukungan teknis agar dapat memberdayakan pemerintah daerah 

dalam mengatasi tantangan perumahan daerahnya. Pertimbangan harus diberikan untuk 



membentuk otoritas perumahan umum yang kuat, independen, dan profesional, serta 

konsepnya didasarkan pada contoh-contoh di dunia internasional yang berhasil dalam 

rangka mengawasi pengembangan strategis jangka panjang perumahan terjangkau. 

8.3 Agenda Penelitian untuk Kedepan: Pertanyaan Tak Terjawab dan Kesenjangan 

Pemahaman 

Kendati penelitian ini telah mensintesiskan sejumlah bukti, kajian ini juga menyoroti kesenjangan 

kritis dalam pengetahuan yang memerlukan penelaahan lebih lanjut. Agenda penelitian yang 

berwawasan ke depan sangat penting untuk memandu kebijakan perumahan generasi berikutnya. 

Bidang-bidang utama untuk penelitian di masa mendatang meliputi: 

● Studi Dampak Longitudinal: Terdapat kebutuhan mendesak untuk studi ketat jangka 

panjang yang mendalami kesehatan, kesejahteraan, dan sumber pendapatan keluarga 

Indonesia yang telah direlokasi dari permukiman informal ke perumahan vertikal. 

● Penelitian Etnografi tentang Modal Sosial: Studi mendalam terkait etnografi diperlukan 

untuk memahami bagaimana modal sosial, kepercayaan, dan komunitas terbentuk (atau 

gagal terbentuk) di komunitas-komunitas rumah bertingkat tinggi baru di Indonesia, 

bertujuan memberi wawasan bernuansa untuk desain dan manajemen yang lebih baik. 

● Analisis Biaya-Manfaat yang Komprehensif: Diperlukan analisis ekonomi menyeluruh 

yang membandingkan biaya sebenarnya dari perluasan kota dengan vertikalisasi dalam 

konteks Indonesia. Analisis ini harus mencakup faktor eksternal yang saat ini diabaikan, 

seperti dampak kesehatan masyarakat, biaya transportasi, dan kerusakan lingkungan. 

● Studi Percontohan tentang Kepemilikan Alternatif: Penelitian diperlukan untuk menguji 

kelayakan dan dampak model kepemilikan alternatif, seperti perwalian tanah masyarakat, 

koperasi modal terbatas, dan perumahan bersama di kota-kota Indonesia. 

● Kolaborasi dengan Lembaga Riset Nasional: Peneliti akademis harus berupaya 

berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN telah terlibat dalam 

pekerjaan yang relevan, termasuk menggunakan citra satelit untuk pemetaan daerah kumuh 

dan melakukan penelitian antropologis tentang tantangan sosial-ekonomi warga Jakarta. 

Ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara penelitian akademis dan pekerjaan 

badan pemerintah seperti BRIN, sehingga tercipta sinergi kuat dan memastikan bahwa 

kebijakan didasarkan pada bukti terbaik yang tersedia. 



Dengan menjalankan reformasi kebijakan dan rekomendasi dari penelitian ini, Indonesia dapat 

menjauh perlahan dari cacatnya siklus pengelolaan dan bergerak ke arah terciptanya sistem 

perumahan yang benar-benar berkelanjutan, adil, dan manusiawi bagi segenap warganya. 
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